BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menurut lkatan Akuntan Indonesia (2012) adalah
suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu
entitas. Tujuan dari suatu laporan keuangan adalah memberikan informasi
mengenai posisi keuangan, Kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam
pembuatan keputusan ekonomi. Oleh karena itu dalam penyajian laporan
keuangan seseorang harus dapat menyajikan laporan keuangan dengan
relevan dan akurat serta terbebas dari tindakan kecurangan (fraud) yang
akan sangat merugikan pihak pengguna laporan keuangan untuk pengambilan
sebuah keputusan.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan
laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.
Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses
pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat
untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena
kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak
hanya terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dan sistem akuntansi
organsisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus

juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.



Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk
menciptakan the good governance, terlebih dahulu perlu dilakukan
desentralisasi pemerintahan. Demokratisasi dan otonomisasi berpengaruh
linear terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin segera terwujudnya good local
governance, karena pelaksanaan otonomi daerah memiliki justifikasi politik
dan moral yang lebih kuat. Tetapi dari semua itu, yang harus diperhatikan
adalah bagaimana format penyelenggaraan otonomi daerah yang
diimplementasikan dan bisa diandalkan untuk mewujudkan good local
governance (Dwiyanto: 2008).

Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan
pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi dan
pengembangan, khususnya di bidang akuntansi kepemerintahan, yang
berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. Dengan
adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan
dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara
transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah memasuki
suatu era transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut ditandai dengan
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat



laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D
kepada DPR/D. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. UU Pemerintahan Daerah 2014
mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh
Menkumham Amir Syamsudin. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Penjelasan UU Pemda ditempatkan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Berbagai peraturan serta per Undang-Undangan tentang pengelolaan
keuangan telah disusun guna dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi
pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan good governance dan
clean government (Nurlaela dan Rahmawati, 2010). Standar ini merupakan
pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar,
termasuk didalamnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta
kebijakan akuntansi. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan
yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan
persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan

keuangan maupun pengawas laporan keuangan.



Dalam rangka penyusunan dan mengasilkan Laporan Keuangan
pemerintah yang baik dan benar, yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu
dan disusun berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam
rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang baik
dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah
diterima secara umum,

Penyusunan laporan keuangan yang baik dapat mencegah fraud. Fraud
atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau
lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola,
karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk
memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (1API,
2013). Menurut Pope (2007) faktor-faktor yang dapat mencegah fraud antara
lain: memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen
tender, evaluasi penawaran, melimpahkan wewenang, pemeriksaan dan audit
independen.

Penelitian Urip Santoso dan Yohanes Joni Pambelum. (2008) Secara
teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara

bersama-sama. Sedangkan secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik,



Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap
Pencegahan Fraud baik secara partial maupun secara bersama-sama.

Kemudian penelitian Elvira zeyn (2011), Pemerintah Kota Bandung
tetap memegang teguh agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa (good governance). Ini terlihat dari dilaksanakan tiga pilar good
governance Vyaitu transparansi informasi keuangan dan non keuangan,
mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui peran DPRD sebagai
legislatif, para akademisi dalam membantu membuat kajian, sistem dan
prosuder keuangan daerah, aset daerah dan lainya. Penelitian Nugraeni dan
M.Budiantara (2015), hasilnya variabel penerapan standar akuntansi
pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak
berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedang kualitas laporan
keuangan secara langsung berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja.
Terbentuk struktur baru dari analisis jalur yang didukung oleh bukti empiric.

Penelitian terdahulu lebih banyak mengarah pada penerapan akuntansi
keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah
dan kejelasan sasaran anggaran serta penelitian mengenai akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Sedangkan penelitian ini terkait dengan pengaruh
penerapan akuntansi sektor publik, good governance, dan pengawasan
pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud di instansi pemerintah
khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten

Ponorogo yang dilakukan pada satuan kerja bagian keuangan DPRD



Kabupaten Ponorogo. Berdasarakan observasi di lingkungan DPRD.
Pengambilan keputusan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun anggaran tahun 2019 mendapat apresiasi Panitia Khusus
(Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo. Surat Bupati Ponorogo tanggal 20 Juni
2020 nomor: 180/1791/405.27/2020 perihal persetujuan Raperda Kabupaten
Ponorogo tahun anggaran tahun 2019. Pansus memberikan sejumlah
rekomendasi, saran, masukan dan koreksi serta kritik kepada bupati Ponorogo
sebagai dasar penyenggaraan pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Hal
ini mendorong peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti ingin
mengetahui penerapan akuntansi sektor publik yang baik oleh instansi
pemerintah serta kualitas laporan keuangan yang optimal dari pihak internal
maupun eksternal diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja
instansi  pemerintah sehingga Kinerja penyelenggaraan urusan-urusan
pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas laporan keuangan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada
minimalnya praktik korupsi dan kecurangan atau fraud. Sehingga diharapkan
good governance dapat diwujudkan oleh pemerintah baik tingkat pusat
maupun tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas peneliti
mengangkat judul: “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good
Governance, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Terhadap

Pencegahan Fraud”.



1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap
Pencegahan Fraud di DPRD Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana Pengaruh Good Governance Terhadap Pencegahan Fraud di
DPRD Kabupaten Ponorogo?

3. Bagaimana Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap
Pencegahan Fraud di DPRD Kabupaten Ponorogo?

4. Bagaimana Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good
Governance, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap

pencegahan Fraud di DPRD kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka
tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Terhadap Pencegahan Fraud di DPRD Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Good Governance Terhadap
Pencegahan Fraud di DPRD Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Dalam Pencegahan Fraud di DPRD Kabupaten Ponorogo.



4.

Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik,
Good Governance, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap

pencegahan Fraud di DPRD kabupaten Ponorogo?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai

berikut:

1)

2)

3)

Bagi Universitas

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah karya
tulis ilmiah yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian
selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian.
Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan wadah untuk mengaplikasikan
ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk para pegawai akuntansi atau keuangan yang
terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan laporan
keuangan kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan
tentang akuntansi sektor publik yang merupakan pedoman bagi
pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

khususnya di DPRD.



4) Bagi peneliti yang akan datang
Diharapkan dapat memperoleh pemahaman, memperluas
wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke bidang
yang sesungguhnya dalam bidang penelitian sistem informasi

pengendalian intern suatu perusahaan.



